
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 74, 2022 PERMENPORA. Pedoman Pengukuran Indeks 

Pembangunan Olahraga 

 
 

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA   

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan keolahragaan berkontribusi besar 

bagi keberhasilan pembangunan nasional baik dari segi 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun 

budaya; 

  b. bahwa untuk menilai kemajuan pembangunan 

keolahragaan, perlu dilakukan pengukuran indeks 

pembangunan olahraga yang dijadikan landasan 

pengambilan kebijakan di bidang keolahragaan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

  c. bahwa untuk menilai kemajuan pembangunan 

keolahragaan melalui indeks pembangunan olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kementerian 

Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan pedoman bagi 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memuat 

prosedur, tata cara, dan tahapan pengukuran indeks 

pembangunan olahraga; 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga 

tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan 

Olahraga; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);  

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253); 

6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain 

Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 212); 

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG 

PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN 

OLAHRAGA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Indeks Pembangunan Olahraga atau Sport Development 

Index yang selanjutnya disingkat SDI adalah indeks 

gabungan yang mencerminkan keberhasilan 

pembangunan keolahragaan.  

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya 

disebut Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Olahraga. 

 

Pasal 2 

(1) Pedoman pengukuran SDI dimaksudkan sebagai acuan 

bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

menilai kemajuan pembangunan keolahragaan secara 

ilmiah dan terstandar. 

(2) Pedoman pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi 

kemajuan pembangunan keolahragaan dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.  
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Pasal 3 

SDI memiliki fungsi sebagai: 

a. indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas 

sektor mengenai kemajuan pembangunan keolahragaan;  

b. pengarah bagi dimensi atau indikator tertentu yang 

memerlukan perhatian khusus Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, kelompok 

olahraga, dan pemangku kepentingan; 

c. instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat 

informasi mengenai pembangunan keolahragaan yang 

dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta 

menunjukkan dampak keberhasilan; dan  

d. salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program 

dan kegiatan keolahragaan secara terukur, efisien, dan 

efektif.  

 

Pasal 4 

(1) SDI disusun berdasarkan prinsip: 

a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, 

dan supremasi hukum; dan 

b. nondiskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, 

ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, 

asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik 

maupun psikis atau faktor lainnya. 

(2) SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 

(sembilan) dimensi dasar sebagai berikut:  

a. sumber daya manusia olahraga; 

b. ruang terbuka; 

c. literasi fisik; 

d. partisipasi; 

e. kebugaran; 

f. perkembangan personal; 

g. kesehatan; 

h. ekonomi; dan 

i. performa. 
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BAB II 

PENGUKURAN SPORT DEVELOPMENT INDEX 

 

Pasal 5 

(1) Pengukuran SDI dilaksanakan oleh Kementerian yang 

dikoordinasikan oleh unit kerja di lingkungan 

Kementerian yang melaksanakan tugas fungsi di bidang 

pembudayaan olahraga atau unit kerja lain yang ditunjuk 

oleh Menteri. 

(2) Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk kepentingan nasional. 

(3) Dalam melakukan pengukuran SDI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kementerian berkoordinasi 

dengan:  

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

nasional;  

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri; 

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan; 

d. badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang kegiatan statistik;  

e. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; dan/atau 

f. instansi pemerintah terkait lainnya. 

(4) Hasil pengukuran SDI yang dilaksanakan oleh 

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Menteri. 

(5) Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman 

pengukuran SDI sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian 

kemajuan pembangunan keolahragaan di daerah melalui 

pengukuran SDI secara mandiri. 

(2) Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh perangkat daerah 

Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

olahraga yang menjadi kewenangan daerah Provinsi 

dan/atau daerah Kabupaten/Kota. 

(3) Dalam melakukan pengukuran SDI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah Provinsi 

dan/atau perangkat daerah Kabupaten/Kota 

berkoordinasi dengan:  

a. Kementerian;  

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri; 

c. badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang kegiatan statistik di daerah Provinsi 

dan/atau Kabupaten/Kota;  

d. badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintah 

di bidang perencanaan pembangunan daerah; 

dan/atau 

e. perangkat daerah lainnya. 

(4) Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman 

pengukuran SDI sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 
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BAB III 

PELAPORAN HASIL CAPAIAN SDI 

 

Pasal 7 

Pengukuran SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dilaporkan oleh pimpinan unit kerja di lingkungan 

Kementerian yang melaksanakan tugas fungsi di bidang 

pembudayaan olahraga atau pimpinan unit kerja lain yang 

ditunjuk kepada Menteri. 

 

Pasal 8 

(1) Hasil pengukuran SDI yang dilakukan secara mandiri 

oleh perangkat daerah Provinsi dilaporkan kepada 

Gubernur. 

(2) Gubernur melaporkan hasil pengukuran SDI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. 

 

Pasal 9 

(1) Hasil pengukuran SDI yang dilakukan secara mandiri 

oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota dilaporkan 

kepada Bupati/Walikota. 

(2) Bupati/Walikota melaporkan hasil pengukuran SDI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur. 

 

BAB IV 

PENDANAAN 

 

Pasal 10 

Pendanaan yang diperlukan dalam pengukuran SDI 

bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal 11 

(1) Untuk menjamin akuntabilitas proses dan mutu data 

pengukuran SDI, dilakukan monitoring dan evaluasi 

secara berjenjang dan berkelanjutan.  

(2) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengukuran SDI 

yang dilakukan oleh Kementerian dilaksanakan dan 

dikoordinasikan oleh unit kerja di lingkungan 

Kementerian yang melaksanakan tugas fungsi di bidang 

pembudayaan olahraga atau unit kerja lain yang 

ditunjuk.  

 

Pasal 12 

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang dalam negeri melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pengukuran SDI yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran SDI yang 

dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah 

Provinsi dan/atau perangkat daerah Kabupaten/Kota 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Januari 2022 

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

ZAINUDIN AMALI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Januari 2022 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BENNY RIYANTO 
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